BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh
aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh
kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya
dan perkemban‘gan pembangunan pada umumnya berdampak bagi
seluruh kehidupén manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada
anak-anak. Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan
sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak
berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada
tindak kriminal (pidana) seperti; penggunaan narkotika dan obat-obat
terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiyaan,
pemerkosan, bahkan pembunuhan.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur

dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti

bahwa seluruh-aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan

1

aturan hukum=. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi

hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-
undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan

masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak

1 Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum



sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk
dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan (Crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak
dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja
(Juvenile Delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus
dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan
perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam
kaitannya-anak. yang ibefmasalahdengan_hukum, sebagai bagian
utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23
Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta. mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.?

Kabupaten Maros merupakan kota daerah yang berbatasan
langsung dengan kota Makassar sebagai salah satu kota
metropolitan di Indonesia, -dimana pergaulan yang terjadi dikalangan
anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi,
komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka
terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang
melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan

tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal

2 Penjelasan UU. No0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau
pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan

hukum pidana, sebagaimana diamanatkan UU No.3 Tahun 1997
Pasal 22 tentang Narkotika3, dan Dalam UU No.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana
diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah
sangat penting,-hukan'saja’ kaitannya’ secara khusus dengan konsep
sistem pradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak
merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerena
anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa
sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan
dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak
dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat
menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran,
perasaan . dan: kehendaknya,' tetapi = keadaan sekitar dapat
mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi
masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya
seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan,

pendidikan dan perkembangan prilaku anak tersebut.

3Penjelasan UU. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Narkotika



Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan “ di Kepolisian

Resort Maros.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka
dapat dibuat rumusan masalah’ sebagai berikut :
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak
pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian
Resort Maros?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam

proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini'adalah untuk mengetahui :
1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak
pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian
Resort Maros.
2. Untuk  mengetahui faktor-faktor yang  mempengaruhi
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak

pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Maros.



D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya
dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan
perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pidana

b. Diharapkan ‘dapat’' digunakan' /sebagai referensi dibidang
karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian

sejenisnya.

2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan "dapat meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk
praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum
b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap
mengenai bentuk’ pengaturan;dan sanksi tindak pidana yang

dilakukan oleh anak didalam KUHP.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Perlindugan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada
hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua-hak-- hakyang: diberikan oleh \hukum.atau.dengan kata lain
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

baik secara pikiran ‘'maupun fisik dari gangguan dan berbagai

ancaman dari pihak manapun.4

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang -
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,
untuk ~ mewujudkan - ketertiban - dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.5

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah
Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat
melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen,

berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

4Sa’[jip'[o Rahardjo. Loc Cit. him. 74.

5 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister lImu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret. 2004. him. 3



pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-
hak tersebut.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal
yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan
perundang - undangan yang Dberlaku dan dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan* Hukum' Preventif) ‘Rerlindungan yang diberikan
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu
pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif

merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.7

Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal
(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam undang -
undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh

8 Philipus M. Hadjon. Op Cit. him. 28
7 Ibid. him. 20



pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaaan,
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan

penetapan pengadilan.8

Sedangkan Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun
2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh
aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan
rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi,
dari ancaman, -gangguan 'teror, dan'kekerasan dari pihak manapun,
yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat
hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak

tertulis.

B. Pengertian Anak
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan
dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki
dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan
oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap

dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu

8UU No. 23 Tahun 200 4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa
dan Negara dimasa yang akan datang.

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun
1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15
tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention on The Right Of the
Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui
Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah
mereka.yang berusia (18 Itahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF
mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara O
sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Rl Nomor 4 tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah
mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16

tahun.9

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui
beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus
menerus,dan dalam tempo perkembangan yang-tertentu, dan biasa

berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut

dapat dilihat pada uraian ini: 10

1) Masa Pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir
2) Masa Jabang bayi : satu hari - dua minggu.

3) Masa Bayi : dua minggu - satu tahun.

9Huraerah, 2006: 19

10

Andy Lesmana, Definis Anak, Sumber : https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak


http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html
http://www.landasanteori.com/
https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak

4) Masa Anak-anak | : 1 tahun - 6 tahun,

5) Masa Anak-anak Il : 6 tahun - 12/13 tahun.
6) Masa remaja :12/13 tahun - 21 tahun
7) Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun.
8) Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun.
9) Masa tua : 60 tahun - meninggal .

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga

mendekati makna‘'yang 'benar, ' dipeflukan suatu pengelompokan

yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek
agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

1. Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama
khususnya dalam; hal ini adalah agama islam. Anak merupakan
makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah
kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses
penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia
dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan
secara manusiawi. seperti ‘diberi nafkah baik: lahir maupun batin,
sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang
berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam
mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya
dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan
Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan

negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan

10



lila’lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini
mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui,
diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang
diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan
negara.

. Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak dikelompokan
pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang
persuasive, pada kelompok-anak,' hal/itu.disebabkan karena anak
mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya
interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai
kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering
diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas
yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok
pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi
kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu anak berhak atas
kepeliharaan dan perlingdungan; baik semasa dalam kendungan ,
dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau
membahayakan perkembanganya, sehingga anak tidak lagui
menjadi korban dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan
masyarakat.

. Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan

sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi

11



dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini
anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status
sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat
berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah
pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan
adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak
sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa,
misalnya terbatasnya ' kemajuan’ . anak. karena anak tersebut
berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses
sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.
. Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai
pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai
peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan
hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum
atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.
Dengan demikian -apabila‘\ditinjau dari-berbagai pengertian
diatas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang
yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam

kandungan.

12



Pengertian Anak dalam Aspek Hukum

Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka
diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang

lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur
tersebut adalah sebagai berikut: 1

1. Unsur Internal

Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human
right yang. \terkait” 'dalam * ketentuan. peraturan perundang-
undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam
golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada
dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan
perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak
dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang
diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam
melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakan anak
dalam posisi . seabagai ' perantara hukum untuk dapat
disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk

disebut sebagai subjek hukum.

11

Andy Lesmana, Definis Anak, Sumber : https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak

13


https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak

2. Unsur Eksternal

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam
hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas
formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk
berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan
ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi
kemampuan! dan* kewenangan’ herbuat peristiva hukum dari
anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan
negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan

perundang-undangan.

Adapun Pengertian Anak menurut peraturan perundang-undangan :
1. Pengertian Anak berdasarkan UUD 1945.
Pengertian Anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal
34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh negara”. Hal inii'mengandung makna bahwa anak Adalah
subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi,
dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan
kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah
dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945
ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut.

“ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan

14



dikeluarkanya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) Yaitu
seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-
hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan
dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau
anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan
kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas

pemelihraan dan perlindungan, baik semasa_dalam kandungan

maupun sesudah ia dilahirkan &

2. Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem
Peradilan Pidana Anak.
Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat
(2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal

yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum
mencapali umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum
h13 »

pernah menika Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi

dengan 'syarat sebagai-berikut: pertama; ‘anak dibatasi dengan
umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya
tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan
kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan

atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak

irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 16.
Bpasal 1 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
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dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18
(delapan belas) tahun.

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tercantum dalam Pasal 1 ayat
(3) yang berbunyi : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana.14

3. Pengertian, Anak menurut'UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 .

UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak
ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal
tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan
syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21
tahun mendapati i1zin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU
memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria
adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas)
tahun.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya
selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50
ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di

Mpasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan
bahwa anak dalam UU Nol Tahun 1974 adalah mereka yang
belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun
untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

4. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.

Di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH; Perdata) 'ditegaskanbahwa: “Yang belum dewasa
adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan
tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum

genap 21 tahun maka mereka tidak kembali berstatus belum

dewasa”15

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengetian anak
Adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap
21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU Nomor 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2)

meyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. 16

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai
kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat

penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap

15Emeliana Krisnawati, 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, him. 4.

16Eugenia Liliawati Muljono, 1998, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak,
Harvarindo, Jakarta, him. 3.
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hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala
masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada
dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana
kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud
oleh Pasal 2 KUHPerdata.

. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak
secara tegas. mengatur ‘tentang' ’batasan seseorang dikatakan
dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat
pada Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang pengaturan
seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai
umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman
hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa menurut KUH Pidana batasan umur seseorang
anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15
tahun atau 16 tahun. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana
menimbulkan aspek 'hukum postif terhadap ‘proses normalisasi
anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian
dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak
tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan
yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam
perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu

dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau
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pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau

memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan

tidak dikenakan suatu hukuman.17

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan
anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian
sebagai berikut:

a) Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana

b) Pengembalian‘hak-hak anak’dengan jalan mensubstitusikan
hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan,
tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk
mensejahterakan anak.

c) Rehabilitasi, | yaitu anak berhak untuk mendapat proses
perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana
yang dilakukan anak itu sendiri.

d) Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.

e) Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan: demikian 'di' dalam ‘ketentuan -hukum pidana telah
memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang
kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek
hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga

harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu

1 Darwan Prints, op.cit, him. 3.
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D.

mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara

atau pemerintah.

Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Pelaku
Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak.

1. Pengertian Tindak pidana

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan
istilah-strafbaar ‘feit,"'sedangkan Para pembentuk undang-undang
tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang
sebenarnya dimaksud dengan kata “strafbaar feit” maka timbullah
didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya
maksud dari kata ‘strafbaar feit “.

Simons, merumuskan “strafbaar feit ” adalah “suatu tindakan

melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,

yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. 18

Dalam memberikan' suatu ''penjelasan mengenai hukum
positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis
sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons
tentang pengertian dari strafbaar feit tersebut bersifat khusus
karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya

dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

18 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 98
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Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe
perkataan “strafbaar feit “ itu secara teoritis dapat dirumuskan

sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib

hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.1®

Menurut.Rompe-strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran
norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat
juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh
pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan
dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah
melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima belas tahun”.

Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat
dilihat’‘pada Pasal.359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan
matinya orang.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum
positif, suatu “strafbaar feit “ itu sebenarnya adalah tidak lain

daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

9 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 98
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Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan
pidana sebagai terjemahan dari “strafbaar feit “, beliau
memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar
larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul
dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau

menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang

dicita-citakan olehimasyarakat itu ;20

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan
paling umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda
walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana,
perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu
adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing stafbaar feit
namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari
istilah sratfbaar feit dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan
pengertiannya, juga oleh karena sebagian -besar kalangan ahli
hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah,
ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan
pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah

masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukan

20 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 99
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pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi
masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.21

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung
suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang
dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada
peristiwva hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian
yang abstrak dari peristiwa-peristiwva yang kongkrit dalam
lapangan ‘hukum pidana,s sehingga . tindak pidana haruslah
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari

dalam kehidupan masyarakat.22

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan
suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara
keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus
berupa kesengajaan - atau  kealpaan. Dikatakan bahwa
kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)-adalah bentuk-bentuk
kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld)
yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana Adalah
karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang
bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut

maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak

2lpjktat Kuliah Asas-asas Hukum Pidana
22 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62
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pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana
telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana
yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat

dijatuhi  hukuman pidana sesuai dengan pasal yang

mengatu rnya.23

Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana;

a. Menurut,Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak
pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana
Adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat
juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal
saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada
perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh | kelakuan - orang), sedangkan ancaman

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya

kejadian itu”?

b. Pengertian Tindak Pidana menurut Bambang Poernomo
“‘Bahwa perbuatan pidana Adalah suatu perbuatan yang oleh

suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam

23Kar'[onegoro, Op Cit, hal 156
24 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. him. 54
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dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan
tersebut.” 2°

c. Menurut Vos, tindak pidana Adalah suatu kelakuan manusia
diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi

suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman

pidana.26

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak
pidana yang:.dimaksud' adalah' ‘bahwa.. perbuatan pidana atau
tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak
sesual atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang
dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana
yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan
sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada
orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian
tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang
melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian
dapat/ dikatakan, terhadap ' orang tersebut sebagai pelaku
perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah
diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai
hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan
orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan

yang erat pula.

25ppernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

267y Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas
Lampung, 2009. Him 70
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Jadi dapat disimpukan bahwa Pengertian Tindak Pidana
merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang
merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan

umum.

. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan’ sebelumnya’ telah dibicarakan mengenai
berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum.
Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata
“tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu
“tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan
“‘petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah
hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu
bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga
terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemiian
rupa, - dimana petindak ' -dapat’; menilai - -tindakannya, dapat
menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang
dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan
tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang
bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa :

26



“ Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan
yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa
selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum

dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan

itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.?’

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:?®

a. Unsur-unsur formal:
1) Perbuatan sesuatu
2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
4) Peraturanjitu oleh peraturan perundang-undangan
diancam pidana
b. Unsur-unsur materil:
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum,
yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut'dilakukan.
Unsur-unsur apa yang ada dalam Tindak Pidana adalah
melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana
itu terdiri dari unsu-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang

bersifat subjektif dan unsur objektif.

27 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 99
28 Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal 99

27



Unsur subjektif Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri Si
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di
dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang
ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus

di Iakukan.29

a. Unsur-unsurisubjektif dari suatu’tindak pidanaitu adalah:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa).

2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau
pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1
KUHP.

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
seperti .yang iterdapat ‘di'\ dalam kejahatan pembunuhan
menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid.

29Lamin'[ang, P.A.F , Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193
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2) Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai
seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan
menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan
Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398
KUHP.

3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan

sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan
unsur-unsur Tindak Pidana sebagai berikut: i
a. Diancam dengan pidana oleh hukum
b. Bertentangan dengan hukum
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas
perbuatannya.

3. Pelaku Tindak Pidana
Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak
pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan

suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang



diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu
akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu

merupakan unsur-unsur

30 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88




